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HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
DALAM SI15TEM HUKUM INDONESIA

Dlelr :
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I. PEMAKAIAN ISTILAH HAKI

Peristilahan hukum atas kekayaan inta-
lektual menimbulkan dua masalah. Pertama,
karena dari asal mula bahasanya yaitu Inte-
Jectuzl Property Rights (IPR), yang mem-
Serikan penafsiran atau terjemahan yang
. ndak seragam. Hal ini memang dapat ci-
=aklumi karena dari satu sarjana hukum akan
memberikan penafsiran lebih dari satu pen-
dapat. Sebagian besar
sarjana akan mem-
Berikan batasan hak
stas kekayaan inte
Sektual manusia. Te-
=pi ada juga vang
memberikan batazan
staz [PR tersebut se-
Bagai hukum atas
kekayaan intelektual
manusia.

Dikatakan se-
Bagai hak atas ke-
kayaan intelektual
rang meru Pﬂ-kdn
gadanan dari [PR karena dengan memper-
Satikan unsur dan elemen pokok yang
memberikan gambaran mengenai intelectual
groperty rihgts itu sendiri. Sebagai hak atas
k=kayaan intelektual manusia yang timbul
dan lahir karena cipta rasa dan karsa serta
s=mampuar intelektual manusia, yaitu : hak,
kakayaan dan kemampuan intelektual

manusia maka lebih tepat bilamana hak atas
kekayaan intelektual digunakan sebagai
padanan Intelectual Property Rights vang
selanjutnya disingkat HAKI (Bambang
Kesowo, 1992 : B8]

Dengan adanya pedanan peristilahan IPR
dengan hak atas kekayaan intelektual ma-
nusia memang lebih menonjolkan hak-hak
pribadi sebagai pemegang sekaligus penemu
dari hak tersebut. Demikian ini akan dapat

dikatakan sebagai hak
pribadi yang sifatnya
mutlak atau absou-
lute. Dengan pem-
berian hak yang sifat-
nya mutiak tersebut
manusia akan mem-
punyni pendirian yang
sewenang-wenang
terhadap hak ter-
gebut tidal: melihat
lingkungan di sekitar-
rnya. Karena itu pe-
nulls tidak sepen-
dapat dengan padan-
an IPR de-ngan Hak atas kekayaan Intelektual
manusia. Karena penyebutan tersebut kurang
menunjukkan keseimbangan dalam kita men-
dapatkan hak dan memenuhi kewajiban, baik
atas dirinya sendiri maupun terhadap orang
lain.

Sebagaimana diketahui bohwa hukum
mencerminkan adanya keseimbangan antara
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hak dan kewajiban yang dimiliki cleh setiap
orang. Pengertian hukum adalah keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-
kaedah dalam suatu kehidupan bersama;
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku
yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama
yang dapat dipzksakan pelaksanaannya de-
ngan sualu sanksi (Sudiko Mertckusume, 1991
: 38).

Pertimbangan untuk menyebut IPR se-
bagal hukum atas kekayaan intelektual
maniisia memang heralasan jika dihubung-
kan dengan pandangan di 2tas, karena kalau
batasan dari [PR tersebut berpedoman pada
penyeimbangan hak dan kewajiban. Dengan
demikian kalau IPR tersabut diberikan batas-
an sebagai hukum atas kekayaan manusia,
maka pengaturan akan lebih jelas dan pasti.
Selain itu akan lebih dapat menghormati dan
menghargai tentang harkat mereka dalam
perlindungan atas hak, kemampuan serta
kekayaan manusia khususnya dalam hubung-
annya dengan kemampuan intelektualnya.
Hal vang penting untuk masa yang akan
datang dimungkinkan lebih mengangkat serta
melindungi hakekat khususnya perlindung-
an hukum yang lebih jelas akan hasil cipta,
karya dan karsa manusia yang ticak hanya
pada hak tetapi juga mengingatkan akan
kewajibannya.

I1. HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDO-
NESIA

Pengertian tentang hak memberikan gam-
barar yang sempit tidak menampakkan
bahwa yang dimaksudkan dalam IFR itu juga
kewajiban bagi yang memperoleh hak pribadi
tersebut menurut haukum. Huklum memang
harus dibedakan dari hak dan kewajiban,

yang Hmbnl kalao hukum itu diterapkan ter

hadap peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit

seyogyanya untuk dapat diadikan peristiwa
hukum harus melalui beberapa tahap yang
antara lain adalah matnde penemuan hukum.

Karena dalam hal penemuan hukum harus

ada keselarasan antara peristiwa konkrit

dengan peraturan hukum yang memadai

Peristiwa korkrit baru dapat dikatakan peris-

tiwa hukum kalau melalui proses konkreti-

sasi terbukti bahwa ada peraluran hukum
yang berjalan dengan peristiwa konkril yang
ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari

Hukum merupakan suatu sistem yang
berarti bahwa hukum itu merupakan tatan-
an; merupakan kegatuan yang utuh yang
terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsuer
yang saling berkaitan erat satu sama lain
Diengan perkataan lain sistem hukum adalah
snatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsar
yang mempunyai interaksi satu sama laim
din bekerja sama untuk mencapai tujuan
kesaluan lesebut. Kesatvan tersebut di-
terapkan terhadap kompleks unsur-unses
yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum
dan pengertian hukum (Sudikno Merto-
kusumo 1991 : 102)

Jadi pada hakakatnya sistem pada umum-
nya dan sistem hukum pada khususnya me
rupakan suatu satu kesatuan yang hakiki dam
terbagi-bagi dalom bagian-bagian, sehinggs
setiap persoalan atau masalah pasti menems-
kan jawaban dan penyelesaian dari sistem
tersebut. Sistem hukum mempuyai ciri-cis
sebagai barikut :

a. Mengenal adanya pembagian, dari per
istilahannya atau batasannya sudah jelas
bahwsa sistem memang mengenal pem-
bagian yaitu berupa sub-sitemn :

b. Berkembang sesuai dengan perkembangas
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hukum, hukum selalu ﬁ«ﬁgﬁgi“ T T karena masyarakat belum
berkembang disesuai- 5*“?35% : e o terbiasa menggunakan baik
kan dengan gerak dan - - s i 4 peristilahannya maupun
langlkah perilakn ma- : perlindungan hukam serta
syarakat sehari-hari Lzt faktor ekonomi yang di-
yang disesuaikan de- s - dapat dari suatu karya
ngan sistemnya serta e F yvang dihasilkan atas dasar
tata caranya. %’%;333 cipta, ragsa dan karsa.
c. Konsisten atau ajeg, fa = { Konsepsi hukum atas ke-
artinya jika dalam sis- fioan s : kayaan intelektual manusia
tem hukum tesebut di- %g o ini pada tahap selanjut-
jumpai adanya konflik | ke i nya akan menimhulkan
atau masalah maka E%L _;M?&y = ﬁi P keharusan untuk dapat

konflik atau masalah
terschut dapat diselesai-
kan sendiri oleh sistem tersebut.

d. Sifat lengkap, sistem hukum yang terdiri
dari beberapa sub-sitem-sub-sitem yang
menunjukkan bahwa inilah kelengkapen
dari sistem hukum, sub sistem dari hu-
kum antara lain : peraturan hukum, asas
hukum dan pengertian hukum

e Kontinuitas atau herkeghambunsm-u, Bio-
tem hukum memang berjalan terus me-
nerus dan berkesinambungan antara sub-
sistemn yang salu derngan sub sistem yvang
lain serta hal ini tidak pernah berhenti
sejalan dengan interaksi yang dilakukan
oleh setiap manusia.

Kedua, karena adanya gema untuk meng-

adakan pengaturan akan hukum ataz ke-

kayaan intelektuzl manusia khususnya dalam
sstem hukum di Indonesia baru ada sekitar
=hun 1980 an, tcpatnys Indoresia menju
arah era globalisasi (batasan globalisasi
kurang lebih sifat keterbukaan yang terbatas
dan bertanggung jawab).

Adanya kenseps: hukum atas kekayaan
mtelektual manusia pada tahap ewal memang

Sdak atau kurang menimbulkan masalah,

dilindungi atau diper-
tahankan atas dasar yang
kuat dan past.

Pada tahap berikutnva kebutuhan akan
perlindungan hukum atas kekayaan intelek-
tual manusia semakin mendesak, Konsepsi
petlindungan hukum atas kekayaan intelek-
tual manusia tersebut, termasuk pengakuan
hak-hak terhadapnya. Hak atas kekayaan
intelektual manusia dimasukkan sebagai hak
milik perorangan yang sifatnya tidak ber-
wujud. Agaknya memang tidak terlalu
berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya
peruhahan dan pengembangan Hukum atas
kekayaan intelektual manusia (HAKI) di In-
donesia dalam sistem hukumnya, menjadikan
HAKI sebagai hal yang baru. Pengenalan
HAKI sehagai hak milik persrangan yang
tidak berwujud dan penjabarannya secara
lugas dalam tatanan hukum positif lerutama
dalam kEIIiI.].IJIJﬂ.I.‘I ekonomi itulah yang me-
rupakan hal baru di Indonesia. Sebngai hahan
hukum HAKI bukan merupakan hal yang
baru, yang sejak awal tumbuh dalam sistem
hukum di Indonesia. Sebagaimanu dikelahui
bahwa hak milik vang dikenal dalam hukum
Perdata yang berlaku hingga saat ini pada
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dasarnya bergantung pada konsep hak ke-
bendaan DBuku kedua tentang kebendaan
pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata
yang sclama ini diberlakukan dalam ke-
seluruhannya belum tertampung hak-hak
yang berkaizan dengan hak atas kekayaan
intelektual manusia vang timbul dan lahir
karera kemampuan intelektual manusia itn
sendiri (Bambang Kesowo, 1992 : 10).

Pandangan di atas mengisyaratkan pada
kita bahwa pengaturan terhadap hak atas ke-
kayaan intelektval mannsgia itn belum sem-
purna, bahkan terkesan masih menggunakan
peraturan-peraturan yang berpedeman pada
buku kedua dari Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang diterjemahkan nleh
Subekti dan Tjitrosubenn. Padahal sebagai-
mana diketaqui bahwa buku kedua dari KUH
Ferdata ini sesungguhnva xelenluannya
khususnya pengaturan tentang hak kebendaan
itu sifatnya amat sangat luas dan batasan-
nya tidak jelas. Hal ini patut dimaklumi
karena kita senciri hihgg'ﬂ saat ini selum bisa
membuat kitab undanz-undang hukum se-
perti itu. Bahkar, pemberlakuan kitab undang-
undang hukum tersebut juga menggunakan
peraturan peralihan, tepatnya dalam pasal 11
aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945.
Sebenarnya kalzu kita pelajari sejarah hukum
dapat dilihat bahwa keberadaan peraturan
peralihan itu dapat dapat diibaratkan sebagai
sarana penghubung atau jembatan darurat
vntuk mewnjuckan tata hukum negara kita
supaya tidak mengalami kekosongan, tetapi
cenpan jangka waktu yang terbatas.

Kapan peraturan peralihan tersebut di-
cabut atau ditetapkan jangka waktunvya, kita
juga tidak diberikan jawaban atas pertanyaan
i, Karana pembentuk peraturan peralihan
jaga tidak menyebut samz sekali kapan hal

itu akan berakhir. menumit pengamatan kalau
atau sampai dibentuk ketentuan yang baru
dan menjelaskan bahwa peraturan hukum
yeng lama dengan jelas dinyatakan tidak
berlaku serta dicabut. Tetapi hirgga sekarang
pembentuk undang-undang kita belum bisa
sama sekali membentuk atau membuat buka
kedua dari kitzb undang-undang hukum
perdata kita.

Hak pemilikan dari hasil kemampuan
intelektual manusia ini sargat abstrak, jika
dibandingkan dengan hak yang menpgatur
pemilikan benda-benda yang terlihat atam
berwujud, tetapi hak tersebut mendekati hak-
hak kebendaan selain itu hak pemilikan atas
intelektnal manusia sifatnya yang mutlak

Hukum atas kekayaan intelektual ma-
nusia sebagai bagian dari hukum harta bends
{(lukum harta kekayaan), maka pemilikan—
nya pada prinsipnya adalah bebas berbuag
apa saja sesuai dengan kehendaknya, dam
memberikan isi yang dikehendaki sendim
pada hubungan hukumnya. Dalam perkem—
bangan selanjutnya kebebasan tersebut meng-
alami perubahan kerena hak tsrsebut harss
diberikan beberapa batasan, baik pleh pes
aturan perundangan yang tertulis dan Hidak
tertulis, ketertiban umum, norma-norma laam
yang ada di negara kita (Muhémmad Djum=
hama, 1993 : 18).

Menurut pernyataan di alas sudah
yvogyanya setiap pemberian hak terthadap
seorang perlu dipertimbangkan pula
aspek lain terutama aspek hukum su
tidak terjadi kecemburnan atas hak
diberikan itu. Berkaitan dengan pembe
hak atas hasil cipta, rasa dan karsa man
atas kemampuan intzlektualnya itu juga
diperhatikan aspek hukum yang horkaitan
berhubungan.
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Hukum intelektual serara teoritis di-
kelompokkan menjadi dua yaitu : hak milik
perindustriar (Industrial Property Kights) dan
S22k Cipta (Copy Rights). Hak milik per-
mdustrian dibagi menjadi :

i. Hak Paten dan

Hak Merek.

>

_

Hak Paten diatur menurut peraturan per-
sndang-undangan kita dalam Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 1982. Scdangkan hak
merek dalam sistem hukum kita diatur dalam
Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992. Hak
Cipta (Copy Rights), dalam sistem hukum
kita diatur berdasarkan Undang-Undang
MNomor 7 Tahun 1987 (Sri Rejeki Hartono,
1993 : 3}

Penulis memany melihat bahwa penga-
turan hukum atas kekayaan intelektual
manusia di Indonesia itu dapat dilihat pada
Beberapa ketentuan yang disebut menurut
pernyataan di atas. Tetapi pengaturan pada
smumnya masih berpedoman pada bukn
kedua dari kitab Undang-undang Hukum
Ferdata dan pengaturan khususnya terdapat
dalam beberapa perundang-undangan kita

Jadi jelaslah bahwa untuk mengatur
HAKI kita masih membutuhkan waktu yang
panjany, dan sistemnatika yang jelas. Sebagai-
mana diketzhui bahwa HAKI Indonesia de-
ngan Intelectual Property Rights pada umuam-
mya, ruang lingkupnya sargat luas. Kalau di
Indonesia hanya mengenal dua kelompok
dan itu terbagi dalam sub-sub HAKI vang
sempit yaita cipta, merek dan paten saja.
Tetapi IPR itu sub-subnya tidak hanya cipia,
merek dan paten saja tetapi ada Integrated
Circuit (IC), Conditional Geografic (Korndisi
Geografi) dari suatu daerah dan Industrial
Design (desain industri). Derkailan dengan

IPR kita yang diberikan batzsan sebagai HAKI
ini untuk masa sekarang sudah waktunya
diberikan pengaturan vang lebih spesifikasi
terhadap keberadaan IPR tercebut.

Pada era globalisasi in: Indonesia sudah
saatnya untuk segera membentuk peraturan
yang khusus di bidang [PR, karena kalau kita
terlambat maka hasil kemampuan kita akan
cipta, rasa dan karsa tidak dapat dilindungi
di dalam negeri bahkan jika dikaitkan de-
ngan perdagangan bebas dunia negara kita
akan menjaci negara konsumen terbesar atas
produk-produk asing. Konsekuensinya hake-
kat perlindungan hukum atas IPR kita tidak
jelas dan pasti.
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